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   BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

NOMOR 1  TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 

dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat 

Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan 

pencabutan;   

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, serta 

adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-

undangan mengenai Desa, perlu mencabut beberapa 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati mengenai Desa yang 

sudah tidak sesuai; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di 

Daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin 

Gangguan; 

d. bahwa . . . 

SALINAN 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6177); 

6. Peraturan . . . 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 

BUPATI PATI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PATI. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa 

dan Perubahan Status Desa  menjadi Kelurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 10); 

c. Peraturan . . . 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah 

Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 14); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 15); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 63) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan 

Lemabran Daerah Kabupaten Pati Nomor 104); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 67); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

Agar . . . 

 

 



- 5 -  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

  

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 24 Februari 2021 

BUPATI PATI, 

 

      ttd. 

 

HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 24 Februari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

 ttd. 

 

                      SUHARYONO 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : 

(1-17/2021) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

 
 

I. UMUM 

Dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan 

di tingkat Pemerintah Pusat, terdapat beberapa Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan 

pencabutan, yaitu : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik  sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan 

Status Desa  menjadi Kelurahan. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 

dibidang Desa yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan . . . 
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penataan Desa. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 

dibidang Desa yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kerja 

Sama Desa. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 

dibidang Desa yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang 

Kerja Sama Desa. 

e. Peraturan . . . 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
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e. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin 

Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin 

Gangguan. 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 

Izin Gangguan Di Daerah. 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan 

dibidang Desa yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang 

Kerja Sama Desa. 

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka 

dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati. 

II. PASAL . . . 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas.  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 144 

 

 

 


